KOMIS] PEMILTHAN UMUM

FERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 56 TANIN 2009

TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA

KOMIEE PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN

Menimbang

Mengingal

oA By S/ we e/ MY

PEMILIHAN UMUM KABUPATENOTA

KOMIS!I PEMILIHAN UMUR |

: 8, bahwa berkenaan dengan lelah dilaksanakan tahapan

penyalenggaraan Pemilihan Umum Dewan Parwakilan
Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serla Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2008;

. bahwa dalam rangka efisiensi dan efekfifitas

pelaksanaan lwgas pada Komisl Pemilihan Umum,
Komisi Pamilihan Umum Provinsi dan Komisi Pamilihan
Umum HKabupalen/Kota perlu menerapkan 5 (lima) hari
karja dalam saminggu;

c. bahwa berdasarkan pada hal — hal tersebut pada huruf

a, dan huruf b, dipandang perlu menelapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum lentang Hari kerja dan jam karja
Komisi Pemillhan Umum, Komisi Pemllihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pamilihan Umum Kabupaten/®ota:

Undang-Undang Momor 8 Tahun 1974 lentang Pakok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah divbah dengan
Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Megara Tahun 1074 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Megara Momor 3041},

Undang-Undang MNomer 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemillhan Umum (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomaor 58 Tambahan Lembaran Negara R
Momar 4721);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Femilihan Umum Anggola Dewan Perwakilan Rakyal,
Dewan Parwakilan Daersh, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran MNegara Rl Tahun 2008
Momor 51, Tambahan Lembaran Megara RI MNomor
4836);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Femilihan Umum Prasidan dan Wakil Presiden:

Peraturan Pemerintah Nomaor 30 Tahun 1980 lentang
Peraluran Disiplin Pegawal Meger Sipil (Lembaran
Megara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Megara Nomar 3177);

6, Peraturan ...



Memparhatikan
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Peraluran Komisi Pemilihan Umum  Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tala Kera Komisi Pemilihan Umum,
Komisl Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilinan
Umum Kabupaten/ota sebagaimana telsh diubah
dengan Peraturan Komisi Pemiiihan Umum Momor 24

Tahun 2008 dan Peraluran Komisl Pemilihan Umum
Momor 37 Tahun 2008:

Peraluran Komisi Pamilihan Umum  Momaor 06 Tahun
2008 tenlang Susunan Organisasl dan Tata Kerja
Sekrelariat  Jenderal Komisi  Pemilihan Umum,
Sekrelariat Komisi Pemilihan Umum Provingi, dan
Sekrelariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana lelah diuvbah dengan Peraturan Komis|
Pemilihan Umum Nomaor 22 Tahun 2008;

Feraturan Komisl Pemilihanh Umum MNomor 09 Tahun

2008 sebagaimana diubah dengan Paraluran Komisi
Femilihan Umum Momor 20 Tahun 2008:

Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun

2009 tenlang Tata Naskah Dinas Komisl Pemilihan
Umum,

Faraluran Komisi Pemilihan Umum Namar 10 Tahun
20048;

Kepulusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari
Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah:

Rapat plens Komisi Pemilihan Umum tanggal

MEMUTLUSKAN

: PERATURAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM TENTANG HARI
KERJA DAN JAM KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM FROVINSI, DAN KOMISI
FPEMILIHAN UMUM KABUBATENIKOTA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Pasal 1

(1) Hari kera di lingkungan Komisi Pemillhan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Pravinsi dan Komisl Pemilihan Umum Kabupaten/®ao
karja mulal hari Senin sampai dengan hari Jum'al.

(2) Jumilah jam kerja efekiil dalam 5

la ditetapkan 5 (lima) hari

(lima} hari kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), adalah 37,5 jam, dengan kelenluan sebagal berikut;

a. Harl Senin sampai dengan harl Kamis -
Pukul 07.30 sampai dengan 16.00,

Wakiu Istirahat -

Pukul 12.00 sampai dengan 13.00.

b. Hari Jumat *
Pukul 07.30 sampai dengan 16.30,

Walklu istirahal :

Pukul 11.30 sampai dengan 13.00.
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¢. Jam krida olahraga dilaksanakan sefiap harl Jumat sebelum [am kera
salama 30 menil.

Pasal 2

Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayal (2) disesualkan
dengan tempat dan wilayah waklu masing-masing.

Pasal 3

Pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud datam peraturan ini,
berlaku untuk Ketua danm Anggofa Komisl Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinst dan Komisi Pemillhan Umum Kabupalan/®ola sera Pegawai
Sekratarial Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekrelarial Komilsi Pemilihan Umum KabupateniKota,

Pasal 4

(1) Dalam penyelesaian tugas yang bersifal mendesak dan sangat panfing,
Fimpinan unil organisasi dapat memberikan penugasan kepada para pegawai
dan para pejabal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupalenota diluar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 1.

{2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan usng lembur
dengan basaran sebagaimana diatur dalam paraturan Menter Keuangan Rl

(3) Dikecualikan dar kateniuan entang pelaksanaan hari kera dan jam kerja
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah unit-unit kerfa di lingkungan
Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemillhan Umum Provins, dan Kamisi
Pemilihan Umum Kabupalen/Kata vang lugasnya berfungsi memberikan
pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang bersifat mendesak {penting)
dan alau yang mencakup kepentingan masyarakat luas.

(4) Unit kerja pelayanan yang melaksanakan lugas secara terus menerus selam 24

{ dua puluh empal ) jam termasuk har Sablu, harl Minggu dan atau hari fibur,
diatur dangan penugasan secara bergilir {shift).

(3) Pelaksanaan kelentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1}, ayat (2], ayat

{3}, dan ayal (4) diletapkan lebih lanjul oleh Sekretards Jenderal Komisi
Pemilthan Umum,.

Pazal 5

Fimpinan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilthan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupalen/Kola, wajib;

a. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawal untuk memenuhi
harl kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta membarlakun

sanksi apabila leradi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku;

. Melaksanakan upaya meningkatkan produklivitas kerja, disiplin pEgawai,

efisiensi sumber daya serla pelayanan vang lebih baik kepada pihak-pihak
yang membutuhkan melalui perbaikan kualitas secara lerus menerus,

Pasal 6 ...coceeccecnrrann
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Pasal &

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemillhan Umum Namor
24 Tahun 2000 langgal 2 April 2008, dinyatakan lidak berdaku.

Pasal 7

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditatapkan di Jakarta
pada tanggal 21 4puatus 2000

Tembusan;

Menteri Dalam Negeri:

Menter Keuangan;

Menler Negara Pendayagunaan Aparaiur Negara;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Ketua dan Anggota Komisi Pemillhan Umusm:

Para Gubernur, Bupali dan Walikota;

Sekrataris Jenderal Komisi Pemilihan Umum:

Kelua Badan Pengawas Pemily:

- Para Kelua dan Anggola Komisi Pemilihan Umum Provinsi:
10.Para Sekrataris Komisi Pemilihan Umum Provinsi:

1. Para Kelua dan Anggota Komist Pemilihan Umum KabupatenMota:
i2.Para Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten®ata:

13.Para Kepala Kanlor Pelayanan Perbendaharaan Megara;
14, Kamisi Pemilihan Umum;

i

15. Pajabat Pembuat Daftar Gaijl;
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